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ABSTRAK

Rico Riando

4011411088

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI SEBAGAI INDEPENDENT AGENCIES DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci: KPK, Komisi Negara Independen, Tugas, Fungsi

Penulisan ini membahas tentang implementasi tugas dan fungsi komisi
pemberantasan korupsi (KPK) sebagai komisi negara independen (independent
agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. KPK merupakan suatu lembaga
yang penting dalam menangani masalah korupsi yang merupakan kejahatan luar
biasa. Dalam penulisan skripsi ini mengangkat permasalahan tentang
implementasi tugas dan fungsi KPK sebagai independent agencies dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dan penghambat implementasi tugas dan fungsi KPK
sebagai independent agencies. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian
yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual yang
menganalisa perundang-undangan dan pandangan atau doktrin dalam ilmu
hukum. Tulisan ini menghasilkan bahwa KPK merupakan suatu lembaga yang
dibentuk melalui undang-undang yang melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari kekuasaaan manapun. Dalam menjalankan
tugasnya terdapat ketidakcermatan dan kesesuaian dalam proses penyidikan
sehingga perlu adanya evaluasi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Walaupun merupakan lembaga independen KPK mempunya faktor penghambat
dalam menjalankan tugasnya antara lain keterbatasan personil KPK untuk
melingkup seluruh wilayah negara Indonesia, rivalitas sesama penegak hukum
yang seharusnya menjadi rekan dan bukan menjadi saingan terhadap sesama
penegak hukum dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan ranah
masing-masing instansi penegak hukum yang telah ditentukan oleh undang-
undang, pembatasan hak penyadapan yang merupakan cara paling efektif dalam
menindak dan menjadi bukti saat di pengadilan yang dinilai melanggar hak privasi
orang lain , citra buruk oknum KPK sendiri yang membuat jatuhnya kualitas dari
instansi KPK.
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ABSTRACT

Rico Riando
4011411088

IMPLEMENTATION OF ASSIGNMENT AND FUNCTION OF
THE COMMISSION OF CORRUPTION ERADICATION AS
INDEPENDENT AGENCIES INSYSTEM OF
INDONESIAN RELIABILITY

Undergraduate Thesis, Faculty of Law, 2018

Key words : KPK, Independent Agencies, Duties, Functions

This writing discusses the implementation of duties and functions of the
corruption eradication commission (KPK) as an independent state commission
(independent agencies) in the Indonesian state administration system. KPK is an
important institution in handling corruption problem which is an extraordinary
crime. In writing this essay raises the problem about the implementation of KPK
duties and functions as an independent agency in the Indonesian state
administration system and impedes the implementation of KPK duties and
functions as an independent agency. This writing, using normative juridical
research methods with a legal and conceptual approach that analyzes the
legislation and views or doctrine in the science of law. This paper finds that the
KPK is an institution established through a law which carries out its duties and
authority independent and free from any power. In carrying out its duties there
are inaccuracies and conformity in the process of investigation so that the need
for evaluation to carry out duties and authority. Although it is an independent
institution, KPK has inhibiting factors in performing its duties such as the
limitation of KPK personnel to encompass the entire territory of Indonesia, the
rivalry of law enforcers who should become partners and not be rivals against
fellow law enforcers and perform their duties in accordance with their respective
authorities and spheres law enforcement agencies determined by law, restrictions
on tapping rights that are the most effective means of cracking down and being
evidence in court that is considered to violate the privacy rights of others, the bad
image of the KPK itself that makes the quality fall from the KPK institution.
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